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Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Feraturan
Mentei Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang
pedomen Pengelolian Keuangan Daerah, maka untuk
kelancara, p"i"t *u.*rr. ptrogram dan kegiat'an dipa*dang
pertu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Dinas
Lirrskorrgu* rtiarrp Kabupaten Hslrnahera Barat Tahun
Anggaran 2O17;

b. bahwa Saudara ADIIAMITDA yang diusulkan oleh Kepala

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat,
selaku pe3ltat Pengguila anggaran diangap cakap dan
*e*""rihi syarat serta mampu melaksanakan tugas
kebendaharaglr_ daletn rangka pelaksanaan Anggaran pada
Dinas Lingl<ungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, per{u menetapkan Keputusan Bupati
tentartgPenur{ukan Bendahara Penerimaan pada Satuan
kerja blrr** Lingt ong*n Hidup Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2OL7.

Mengrngat : 1. Undang:.undang Nomor 6,0^Tahun 1958 tentang Penetapan

Undan[-r.lndani Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Suratantra Tingtcat II Dalam
wilayah Daerah swaiantra Tingkat I Maluku mer{adi
Undang-und*g;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Perubahan
atas dnda*g-u,'dar.rg Nomor +6 Tahtrn 1999 tentang
pernbentutcan provinJi UaUAu Utara, Kabupaten BuIL dan
Kabupaten Maluku Tenggara Berat;

3.Undang-undangNomorlTahun2003tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera l)tara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula'
Kabu.paten Hatrmahera- Timrr dar:. Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

+. Undang'undang Nomor 17 Talrun 2ffi3 tentang Keuangan

Negara;

BUP^ffTI BARAT

5. Undang-undang Nomor 1

Perbendaharaan Ne gara;
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6. Undang-undang Nomor
Perimbangan Keuangan
Daerah;

33 Tahun 2AO4 tentang
antara Pemerintah Pusat dan

7. Undang-und.ang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahal Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

l1-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9

Tahun 2al6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran

2017;

i4.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2076
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran

ZAV;

surat usulan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Halmalrera Barat Nomor : 954/77812016 tanggal, 19

Desember 201.6, Perihal: usulan Bendahara Penerimaan.

trftffitlfusKAls :

Menunjuk saudara AITIIAII MIIDA MP. 19660505 198801

1 003 sebagai Bendahara Penerimaan pada sltuan Kerja
Dinas Lingftungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat
Tahun enggaran 2017 dengan atasan langsungnya Kepa1a

Dinas Lingt<ungan Hidup Kabupaten Halmah'era Barat'

Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang
bertrakr.

Spesifikasi tanda tangan dan paor:af Bendahara
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai

berikut:

\w/

KETIGA



-3-

SPEICIMEN
BEI{DAI{ABA PEI{DRIMAAI{

TANDA TANGAN PARAF

c
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal \a 2Afii"ff##fl

Tembusan: Disampaikan kePada Yth ;

1. Menteri Daiam Negeri di Jakarta,
2- Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku utara di Ternate,
4. inspektur Inspektorat Kab. F{almahera Barat di Jailolo
5. Kepaia Dinas PPKB Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ass. Bid. Pem & Adm. Umum

Kabag. Hukum & Orgs


